RUPATI KEPUI AUAN TANITMBAR

PROVINS! MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR: (0 TAI IUN 2020

TIENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN

HAK ASAL USUL DAN KEWENANQAN LOKAL BERSKALA DESA

DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21
am Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Menimbang : bahwa ayat (1)
Peraturan Menteri Dal
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Kewenangan Desa,
Usul dan

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kepulauan

Tanimbar.
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Mengingat

Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4233},

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);
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1 Und
: ang-U
ne ng Nomor 23 Tnhun 2014 tentang Pemerintahan

Menetapkan

PERATURAN BUPATI i
BERDASARKAN H
BERSKALA

Daera}

1

(Lembaran Negnim Republik [ndonesia Tahun 2014
csia

Nomor 22
or 2224, Tambahan Lembarnan Negara Republik Indon
telnh  hebempa kali diubah

Nomor 5587, sebagaimann
Tahun 2015

Undang-Undnng  Nomor )

terakhir  dengan
g-Undang Nomor 23

tentang Perubahan Kedun Atna Undnn
vemerintnh Daerah (Lembaran Nepara

Tahun 2014 tentang |
Tambnhan

Tahun 2015 Nomor 58,

Indoneain

Republik

Lembaran Negara Republik Indoneain Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

K Indonesia Tahun

Pernturan Pelnksnnnan
chuh]ik

Dean (Lembaran Ney
123, Tambahan

rarn Republil
Lembaran Negara
1a telah diubah dengan
tentang

rintah Nomor 43 Tahun 2014
blik Indonesia Tahun
Negara Republik

tentang

2014 Nomor
Nomor 5539) sehagaimatl

Indonesin
Nomor 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah

Perubahan Atas Peraturan Peme
tentang Desa (Lembaran Negara Repu
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019
ma Kabupaten Maluku Tenggara Barat
pulauan Tanimbar di Provinsi Maluku
Tahun 2019, Tambahan

tentang Perubahan Na
menjadi Kabupaten Ke
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6304);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111

Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita

Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara

Tahun 2016

Republik Indonesia Tahun
MEMUTUSKAN:

ENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA

EWENANGAN LOKAL

2016 Nomor 1037).

AK ASAL USUL DAN K
DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasnl 1

Dala
m Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemeri
nerintah  Daerah  adalah  Bupati  sebagal unsur
pelaksanaan urugan pem

an}'cchEH"-"'"a“
b 3 I
Pemerintahan Dnerah yang memimpin erintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Satuan Kerja e

Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati.
[ 3 6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hu

1
berwenang untuk mengatur dan mengurus

pat berdasarkan prakarsa m
ati dalam sisterm

kum yang memiliki batas wilayah yang
pcmcrintahan.

T

|

urusan
kepentingan masyarakat setem asyarakat, hak

asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihorm
atuan Republik Indonesia.

penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Negara

pemerintahan Negara Kes
pemerintah dan

7  Pemerintahan Desa adalah

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

Kesatuan Republik Indonesia.

adalah pejabat Pemerintah Desa
an rumah tangga desanya dan

8. Kepala Desa yang mempunyai wewenang,

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarak

akan tugas Pemerintah dan Pemerin
g selanjutnya

pemerintahan yang anggotanya
an keterwakilan wilayah yang

tah Daerah.

melaksan
disingkat BPD adalah

¢ 9. Badan permusyawaratan Desa atau yan
yang melaksanakan fungsi

lembaga
.akil dari penduduk desa berdasark

merupakan W
ditetapkan secara demokratis.
ga Kemasyarakatan Desa adalah

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
awarah Desa adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan
oleh BPD untuk menyepakati hal

lembaga Yyang dibentuk oleh

10. Lemba
merupakan mitra Pemerintah

11. Musy
unsur masyarakat yang diselenggarakan
yang bersifat strategis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-

sa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

ut APB Desa adalah

endapatan dan Belanja Desa, selanjunya diseb

undangan yang ditetapkan oleh

Kepala De

13. Anggaran P
rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
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Sa adalgh . 2
“Paya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

r-besarn ;
s, ya keaejnhtemnn masyarakat desa.

Desqp

adalal o ;
aid ' kewenangan yang dimiliki desa meliputi
tdasarkan hg) a

ke“enangan S ; sal usul, kewenangan lokal berskala desa,
B ditugpg 5
kc“’ﬂnangnn fodss Baskan  Pemerintah  Daerah Kabupaten serta
ketentuan perat YAnR  ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten dengan
‘aturan perung
X = ang-u
16. Keow g-undangan,

enar
BAN Berdasarkan Asal Usul adalah
yang masih hidup dan

dengan

hak yang merupakan warisan
1 prakarsa desa atay prakarsa masyarakat desa sesuai
rerk .

perkembangan kehidupan masyarakat.

I7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kcpcnlingnn masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau
mampu - dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena

( ) perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
BAB I]
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, adalah :
a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
¢. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa;
d. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan kewenangan desa;
e. Pembiayaan;
(, f. Ketentuan Peralihan; dan

g. Ketentuan Penutup.

BAB 111
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

(1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi :
a. Sistem organisasi masyarakat adat;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
Pengelolaan tanah kas desa;
e. Pengembangan peran masyarakat desa.
(2) Daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan
inventarisasi, yaitu :
a. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;

oldllieu vy vdadirioudalliiel




14,
’ Pernbangu“an Desa o

dal : y
4 UPaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

untuk Bebespir_bcaarn B B
15, Kewenangap Desa 3;(1 raejahmrﬂa“ masyarakat desa.
kcw‘—'“ﬂﬂgan herdaanrkn:n[h]kcwcmmg"“ yang dimiliki desa meliputl
kewenangan Vg, i 'k asal usul, kewenangan lokal berskala desa,
ke‘-vcnnngan in - Bljlslmn Pemerintah Daerah Kabupaten serta
ketentuan pt:rn.n : yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten dengan
& ran perundang-undangan.

Kewenangan Berdasarkan Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan
Yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat,

17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau
mampu  dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena

/ perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB (1
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, adalah :
a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
, b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
: c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa;
d. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan kewenangan desa;

e. Pembiayaan,;

{’ f Ketentuan Peralihan; dan
’ g. Ketentuan Penutup.
BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

(1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi :
Sistem organisasi masyarakat adat;

Pembinaan kelembagaan masyarakat;

Pembinaan lembaga dan hukum adat;

Pengelolaan tanah kas desa;

® oo o op

Pengembangan peran masyarakat desa.

(2) Daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan
inventarisasi, yaitu :
a. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
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. . - 8 tanah di desa;
elestarinn Nilai-nilaj Bolong

a0 &

royong;
kekayaan dan aset dean;

L

>
Pengelolaan

=

Pengel
lolan  adat  jsti
isti : i

N adat, olahraga tradisional dan dan seni budaya

asyarakat desa actempat;

o i
RB. Pengel
gelolann pemakaman desa dan petilnsan; dan

h. Pembi
*mbinaan upaya keachatan tradisional,

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

PPasal 4

(1) Kewenangan Lokal Berskaln Desa meliputi:

a. Pengelolaan tambatan perahu;
[ b. Pengelolaan pasar desa;

c. Pengelolaan tempat pemandian umum;

d. Pengelolaan jaringan irigasi;
Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu,
Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;

i. Pengelolaan embung desa;
Pengelolaan air minum berskala desa;

J
k. Pembuatan jalan desa antar permukiman kewilayah pertanian.
(2) Daftar Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi,
(s antara lain :
a. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
b. pengelolaan data dan informasi desa;
c. pembinaan tenaga kerja desa;
d. pengembangan Jembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat desa;
e. pengelolaan BUMDes;
f. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanan
(TK) milik Desa;
g. dukungan pendidikan bagi siswa miskin desa yang tidak masuk dalam

program pemerintah;
h. dukungan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin desa yang tidak

masuk dalam program pemerintah;
i. pengelolaan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta teknologi

tepat guna desa;
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Pengembangan 1ym1
| : MINg pangan desa:
© Pengelolnan | o
. ntan desa:
< dukungan te
: rhadap
- P penyandang disabilitns di desa;
' th i
IMEan sosinl beraknin dean;
0. pengelola
an . '
° l dan pengembnngan lingkungan hidup berakala desa;
« pemban . '
RuUnan dan pengelolann snrana air bersih dan sanitasi berskala dent;
q. Miu '
1 mgast dan tanpgap benennn skaln desn;
r. Pengelolann wisatn milik tdesn;
8, Pembi
bmann dam Pengembangan olnheagn skaln desa,;
t. Peng
Pengelolann dan budidayn perikanan, peternakan, pertanian, RERSREE

milik desn;

¥ . e ' |
u. Pengelolaan keramba jaring npung dan bagan ikan;
v. Pengembangan Kader Kesehatan Desa;

w. Pengembangan Pos Kesehntan Desa dan Polindes;

¢
x. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di desa bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat;
y. Pengelolaan persampahan skala desa;
:. z. Pengelolaan lahan kritis skala desa;
-: aa. Pengelolaan Industri Rumah Tangga;
bb. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk
1 pembangunan desa dan rumah rakyat;
cc. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga desa;
dd. Pengelolaan sarana dan prasarana desa;
ee. Perlindungan dan Fasilitasi terhadap kelompok rentan;
¢ ff. Pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat desa yang tidak

mampu.
BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

aftar kewenangan hak asal usul
tah desa dan BPD;

awarah desa untuk
usul dan

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi d
dan kewenangan lokal berskala desa kepada pemerin
(2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musy
memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-
kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati

ini;
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e TR L

(3) Hasi)
Musyawargh
{h-‘ﬁll y |
dalam beyiig i Sebagaimann dimakaud pada ayat (1) dituangkan

4 "
(4) Berita acara sebagaimang

imakaud p nan
Fancangan Padn ayat (3) menjadi dasar penyusu

peraturan desa;

{S) lkﬂll(‘nl‘l o sun
R““ wra y A1 ll {Hu
I t"“"‘l dl..lﬂ f‘".h“ﬂ”“"”"“ ‘“n".kﬂ”d pﬂ(!ﬂ nyﬂ[ t } d!

BADB vI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

| Pasnl 6

(1) Bupati \ :
) pat - melakukan  pembinaan dan  pengawasan terhadap pelaksanaan

en "y -
penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) melalui :

¢ a. fasilitasi dan koordinasi;

b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;

C. monitoring dan evaluasi,

Pasal 7

v =

(1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada
Bupati melalui Camat;
(2) Pelaporan sebagaimana diamksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan
disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan;
(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh
Bupati untuk melakukan evaluasi;
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dijadikan dasar
% penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan
desa.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

(1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Desa dibebankan pada APBD
Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada APBDesa dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. V
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BAR vin
PUNOUTAN DESA
Pasnl 9

Des dalam rangka reningkatan Pendapatan Asli
€8a sesyg; dengan l"'“"“"lllﬂrm = I t 1 P
Unclmumn; esn hnnlnnnrrmn Pernturan Perundang-
(2) Pungulnn
chn}mmmm\ dir
nakayg mnidn n A
exs I yat (1) ditetapkan dalam Peraturan
BAB 1X
I{I"J'I'IE.‘NTUAN PERALIHAN
Pasal 10

1) Kewenanp. 3
(1) angan hak gsg] usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah

h
ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman

pada Peraturan Bupati inj paling lambat Mei 2020,

(4

(2) RPJIMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati inj

(3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Maluku Tengpgara
Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Berita Daerah Kabupaten Malukuy Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 165)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan i i
Bupati in; mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or . i
P orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini den - '
gan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 19 Me.(

Y BUPATI KEPULAUAN

PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 20 Wet 2020
2 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

—_—
RUBEN BENHARVIOTO MORIOCLKOSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020

NOMOR: O
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
DAFTAR KEWENANQAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

. UMUM
Urusan kewenangan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan pembaharuan sistim

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama penyelenggaraan pemerintahan
g Nomor 32 Tahun 2004

Desa yang sebelumnya diatur dalam undang-undan
tentang Pemerintahan Daerah. Olehnya itu pengaturan penyelenggaraan

¢ Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014 dan peraturan pelaksanaannya menycbabkan setiap Desa untuk terus

responsif terhadap perencanaan pembangunan di desa.
Proses perencanaan pembangunan di desa yang akan dilaksanakan harus
ewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Desa
undang yang berlaku. Olehnya itu diperlukan pedoman
asal-usul maupun

dibaringi dengan kK
berdasarkan undang-

kewenangan baik berdasarkan

pengaturan didesa,

kewenangan berdasarkan skala desa.
pembentukan Peraturan Bupati ini diharapkan memberikan

kepastian hukum atas setiap kewenangan yang diberikan baik oleh Pemerintah,
h Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten sehingga

C Pemerintahan Daera
tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan.

Dengan demikian

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
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Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020
NOMOR: 21

R L e T b e e W
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR

TANGGAL

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN
KEPULAUAN TANIMBAR

CONTOH : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA

BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

KEPALA DESA ...
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

PERATURAN DESA ..............
NOMOR : TAHUN

TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

Menimbang -a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (S)

Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor Tahun
2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu
disusun kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa
....................... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
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A Undnng-Undang Nomor

.Undang~Undﬂng Nomor 23

. Pera

Undang-Undnng Nomor 46 Tahun 1999  tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara,

Kabupaten Buru dan
Kabupaten

Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan

Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 3895);
sebng

gan Umlnng-Undang Nomor
(Lembaran Negara Republik
2000 Nomor 75, Tambaha

Republik Indonesia Nomor 3961);

almana telah diubah den
06 Tahun 2000

Indonesia
Tahun

n Lembaran Negara

6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
Tahun 2014 tentang
h {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiman

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Nomor 9 Tahun 2015

Pemerintahan Daera

telah
Undang
tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 9679);

turan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksananaan Undang-

2014 tentang Desa (Lembaran
Tahun 2014 Nomor

Undang Nomor 6 Tahun
Negara Republik Indonesia

123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun

2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara
Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6304);



Menetapkan : pg RATURAN DESA

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan dj Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang  Pedoman

Pembangunan  Desa (Berita Negara
Repul

lik Indonesin Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
nang Kewennngan

publik Indonesin Tahun 20106

49 Tahun 2016 te Desa (Berita Negara

Nomor 1037);
pulauan Tanimbar Nomor

Re

9. Peraturan Bupati Ke

Tahun 2020
tentang Dafiay

Kewenangan Dega Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Ber

skala Desa dj Kabupaten
Kepulauan Tanimbar,

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN
KEPALA DESA

..........................

MEMUTUSKAN -

TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN

LOKAL
BERSKALA DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa inj yang dimaksud dengan :

.
2.
3.

Desa adalah Desa

.....................

------------------

Kesatuan Republik Indonesia.
Badan Permusyawaratan Desa atau

yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga Yang melaksanakan

fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil darj penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang
ditetapkan 8ecara demokratis.
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6.

o

L] i

11.

12

13.

10,

Perangkat Dean ndalah unsur pembantn kepalne dean dalam melnkasannkan

lugns dan Kewennngannyn,
Lembaga Remnavarnkatan  Denn ndalnh  lembapn ynng  dibentuk  oleh

masvarnkat sesuni denpnn kebutuhnn dan merupnlann mitra Pemerintnh Denn

dalnm membendnyakan nmnay menkent denn,

Musvawamh Desn adalaly wmisvawarah antar D, Pemerintah Dean, dan

unsur mnsvarnkon vanp diselenpgparakon oleh YD) vt le

menyepnknt] hal
vang bersifat stratepis,

Peraturan Desa adalah Permturnm perundang-undnngan yong ditetapkan oleh

Inhy dibnhas dan dinepakatl beranmn PN,
Anpraran Pendapatan dan Nelangn Denn, e

Kepala Dean sete

Innjunyn disebut APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintnh Denan,

Pembangunan Desa adalah upaya peninglanvtan kunlitng hidup dan kehidupan

untuk sebesar- besnmva Kesejnhiternnn masyvnrnkal denn,

Rewenangan Desa adalah kewenangan yoang dimiliki desn meliputi kewenangan

berdasarkan hak asal usul, Kewenangan lokal berskala desa, kewenangan

vang ditugaskan Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang

ditugaskan oleh  Pemerintah Kabupaten dengan  ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Kewenangan Berdasarkan Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang
masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan

perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena
perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB 11
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 2

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi :
(*rincian kewenangan dimasukan berdasarkan hasil rapat musyawarah desa
dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor
Tahun 2020).
a. Sistem organisasi masyarakat adat;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;

Pembinaan lembaga dan hukum adat;

d. Pengelolaan tanah kas desa;
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e. Pengembangan peran masyarakat desa.

f. Dan seterusnya.

BAB 11
KEWENANQAN LOKAL BERSKALA DESA

Paanl 3

kewenangan lokal berskala desa, meliputi

(*rincian kewenanpan dimasukan berdasarkan haall rapat musyawarah desa

dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kepulnuan Tanimbar Nomor

Tahun 2020).

BAD IV
PENYELENOOARAAN KIEWENANGAN DESA

Pasnl 4

(1) Substansi yang memerlukan pembahasaan dengan BPD, diatur dalam

. Peraturan Desa tersendiri;
(2) Substansi yvang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam

peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayvaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

a.
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan
‘9 perundang-undangan.
BAB VI
PUNGUTAN DESA
Pasal 6

am rangka peningkatan Pendapatan

(1) Desa dapat melaksanakan pungutan dal
sa berdasarkan dengan peraturan

Asli Desa seusai dengan kewenangan De

perundang-undangan;

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan didalam rekening desa;

(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan

Desa.
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Pasal 7

Kepala Desa menetapkan pernturan Kepala Desa dan / atau keputusan Kepala

Desa guna pelaksannan pungutan desa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3).

BA VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pannl 8

Program kegintan dalam perencanann Desn yang ditetapkan sebelum ditetapkan

Peraturan Desa ini tetap berlnky sampni habis mnsa berlakunya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan,

BAD VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal O

. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa ............

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2020

KEPALADESK oo '
Tandatangan dan Cap

NAMA LENGKAP
. Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2020

SEKRETARIS DESA ......covunvann.n.
Tanda tangan dan Cap

NAMA LENGKAP
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